SALINAN

MENTER| KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTER] KETENAGAKER.JAAN
REPUBLIK [NDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESLA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmiprasi Nomor PER.1LT/MEN/VII/2007 tcntang
Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga
Pelatihan Kerja sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan masyarakat mengenai
penyelenggaraan pelatihan kerja  sehingga perlu
disempurnakan;

b. bahwsa tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga
pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam hurut a,
merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 avat (4)
dan Pasal 17 ayat (6} Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenapgakerjaan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam humaf a dan hurof b, perlu
menetapkan Peratmaran Menteri Ketenagalerjaan
tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga

Pelatihan Kerja;



Mengingat

l;

B

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedus Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran MNMegara Republik Indonesia
Nomor 56749);

Peraturan Pemenntah Nomor 31 Tahun 2006
tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor &7,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4637);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualiikasi Nasional Indonesia |Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

Peraturan Mentenn Tenapa Kerna dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1463);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor ) Tahun 2014 lentany Pedoman
Penvelenggaraan Pelatihan Berbasis  Kompetens
(Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
SHA);



Peraturan Menterl Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2015  tentang Standar  Operasional  Prosedur
Penertntan Tmm Usaha Pelatthan Kena dalam
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi
Penanaman Modal [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 122);

Peraturan Menteri kKetenagakerjpan Nomor 8 Tahun
2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemernntah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukan Rancangan Peraturan Menter: di
Kementerian Kerenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 41 1);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN MENTER!I KETENAGAKERJAAN TENTANG
TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA
PELATIHAN KERJA.

BAB |
EETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Menten im vang dimaksud dengan:

1.

Pelatthan Kega adalah kescluruban kegiatan untuk
membert, memperoleh, meningkatlan, serta
mengembangkan kompetensi  kerja, produktivitas,
disiplin, sikap dan etos kerja pada  tngkat
keterampilan dan keahlian tertentu sesusl dengan
jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan,

Pelatihan Berbasis Kompetensi vang  sclanjutnya
disecbut PBK  adalah  pelatthan  kerja yang
menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kena
vang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap
sesual dengan standar  yvang ditetapkan dan

persvaratan di tempat kerja,
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12.

Program Pelatihan Kerja adalah  keseluruhan  isi
pelatihan  wang  rersusun  secara  sistematis  dan
memusat tentang kompetensi kerja vang ingin dicapai,
materl pelatthan teori dan prakuk, jangka wakiuo
pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persvaratan
peserta dan tenaga pelatihan  serta evaluasi dan
penctapan kelulusan peserta pelatihan,

Instruktur atau sebutan lainnya adalah sescorang
vang memiliki kompetenst leknis dan metodologis, dan
diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan
kegiatan pelatihan.

Tenaga Pelatihan adalah seseorang vang memiliki
kompetensi dan  diberikan tugas serta wewenang
untiuk  mendukung  penyelenggaraan kegiatan
pelatihan.

Kompetenst Kerja adalah kemampuan kerja setiap
individu wvang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan
standar vang diletapkan,

Lembaga Pelatihan Kenja yang sclanjutnya disingkat
LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau
perorangan yang memenuhi persyaratan  untuk
menyelenggarakan pelatihan kerja,

Tenaga Kena Asing vang sclanjutnva disingkat TEA
adalah warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Dinas Provinsi adalah instansi vang menvelenggarakan
urusan pemerintahan di bdang  ketenagakerjaan
Provins.,

Dinas  Kabupaten/Rota  adalah instansi  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/ kota.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal vang
bertanggpung jawab di bidang pelatihan kerja dan
produktivitas.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



Pasal 2

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:

il
b

=

(1)

(£

LPK SBwasta;
LPK Pemerintah;atan
LPK Perusahaan.

BAB T
LPE SWASTA

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 3

LPK Swasta sebapaimans dimaksud dalam Pasal 2
hurul &, yang menyclenggarakan pelatihan kerja bagi
masyarakat umum  wajib  memiliki  izin  yang
diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten /kota.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
nomor rEgIStrasi LPK wleh kepala dinas
kabupaten/kola sesual dengan  Peraturan Menten
Dalam Negerl yang mengatur mengenal kode dan data

wilayah administrasi pemerintahan,

Pasal 4

Izin LPK sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku
selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.

{1

Pasal 5
Untuk mendapatkan izin LPK sebagaimana dimalesuacd
dalam  Pasal 4, LPK BSBwasta harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada  kepala dinas
kabupalen fkota, dengan melampirkan:
a. fotokopi akta dan  kepulusan pengesahan
penditian dan/atau perubahan sebagai badan
hukum yang disahkan oleh instansi vang

berwenang;
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b, dallar mwayal hidup penanggung jawab LPK yang
tercantum dalam akta vang dilengkapi dengan
identitas diri (KTP) dan pasfoto ukuran 4x6 em
sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
folokopt Womor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas

o

nama lembaga;

d. [otokopi tanda bukt kepemilikan alau sewa atas
sarana dan prasarana  kantor dan lempat
pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (Liga)
tahun;

e, keterangan  domisili LPK dari  pejabat  yang
berwenang,

{. profil LPK vang ditandatangani oleh penanggung
jawab LPK vyang tercantum dalam akta yang
sekurang-kurangnyva memuat;

1] struktur organisasi dan uralan tagas;

4] daftar dan riwayat hidup instruktur
bersertifitat  kompetensi dan  tenaga
pelatihan;

3}  program kerja LPK dan rencana pembiayaan
selama 3 (tiga) tahun;

4) program pelatihan kerja berbasis kompetenst
vang skan diselenggarakan;

5) |kapasitas pelatihan pertahun;

B) daftar sarana dan prasarana pclatihan
sesuai dengan  program  pelatihan yang
akan disclenggarakan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

dikelik di atas kertas dengan kop lembaga beralamat

lengkap disertai nomor telepon/faksimil, alamat email,
distempel dan ditandatangani oleh penanggung jawab

LPK.
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Pasal &
Datam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal o5 dinvatakan lengkap, Keépala  dinas
kabupaten/kota melakukan venhkasi kelengkapan
dokumen serta verifikast lapangan dalam janghks
waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada avat
(1}, dilaleakan untuk mengetahul kesesuaian dokumen
dengan kondisi rnil di lapangan.
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
avat |2) tidak sesual dengan dokumen yang diajukan,
kepala dinas kabupaten/kota menoclak permohonan
iwin LPK dan harus disampaikan kepada pemohon
dalam waktu paling lama | (satu} har kerja sejak
dilakulean verifikasi.
Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan
sesuai dalam jangka walktu paling lama 1 [satu) hari
kerja kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan izin
LPK dan ditembuskan kepada kepala dinas provinsi
dan Direktur Jenderal.
Penerbitan dan penolakan izin LPK disusun dengan
mengacu pada Format | sebagsimana tercantam
dalam Lampiran yang merupakan bagian  tidak

terpisahkan dan Peraturan Menten i

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 6, kepala dinas kabupaten/kota dibantu
oleh &im wverifikasi vang dibentuk dan bertangsung
jawab kepada kepala dinas kabupaten /kota,

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (1),
sekurang-kurangnva beranggotakan unsur dari uanit
kerja yang menangani pelatthan kerja dan unit kerja

pengawasan ketenapakerjaan di kabupaten/ kota.



Pasal 8
Kepala dinas kabupalen/kota dalam menerbitkan izin LPK
harus mempertimbangkan tingkat risiko bahaya terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat
pelatihan kerja.

Pasal 9
Bagi LPK wyang telah memperoleh izin dar kepala dinas
kabupaten/kota dalam jangka waktu 3 (tiga] tahun, LPK
walibh memenuhi standar mutu LPK yang diterbitkan oleh

Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatiban Kerja,

Bagian kKedua

Perubahan lzin

Pagal 10
Penangsung jawab LPK wajib melaporkan kepada kepala
dinas kabupaten/kota dalam hal terjadi perubahan

penangeung jawab LPR atau alamat LPK.

Pasal 11
(1) Pengajuan permohonan perubahan penanggung jawab

LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan

melampirkan:

a. fotokopi izin LPK vang masih berlake;

b, fotokopr  akla perubshan dan keputusan
pengesahan  perubahan  dan  instanst  yang
berwenang;

. pasfoto penangpung jawab dengan ukuran 4x6
cm sebanvak 3 (tpa) lembar berlatar belakang
merah,

{2] Pengajuan permohonan perubahan alamat LPK
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 10, dengan
melampirkan:

a.  [olokop izin LPK yvang masih berlakou;
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b. [otokopt tanda buktl kepemilikan atau sewa atas
sarana dan prasarana kantor dan lempat
pelatihan  untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun;

©. keterangan donusili LPK dari  pejabat vang
berwenang.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayvat (1) atau ayat {3), kepala dinas kabupaten/kats

menerbitkan izin perubahan LPK dalam jangka waktu
paling lama 2 [dua) han kerja.

Penerbitan  izin  perubahan LPK  disusun dengan

mengacu pada Format 2 sebagaimana tercantam

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan darn Peraturan Menteri ini.

BAE 111
LPK PEMERINTAH ATAU LPK PERUSAIAAN

Pasal |2
LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 hurnsf b dan huruf ¢, vang
menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftar
pada dinas kabupaten/ kota,
Tanda dallar sebagaimana dimaksud pada avat [1],
diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/ kota.

Pasal 13

Untuk mendapatkan tanda daftar  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LPK Pemerintah

atau LPK Perusahaan mengajukan permohonan
secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota,
dengan melampirkan:

. fotokopt keputusan penctapan LPK darn pimpinan
perusahaan vang membawahi unit  pelatihan
kerja;

b. nama kepala LPK wyang dilengkapt dengan

identitas diri dan riwayat hidup;
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¢. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama lembaga;

d. profil LPK yvang ditandatangani oleh kepala LPK,
yang selurang-loarangnya memuat:

1) struktur organisasi dan uralan nagas;

2} program pelatiban kerja berbasis kompetensi
vang akan diselenggarakan;

3} program keria LPK dan rencana peminayaan
selama 1 (sata) tahun;

4} daftar dan riwayat hidup Iinstruktur
bersertifikat  kompetensi dan  tenaga
pelatihan;

5) kapasitas pelatihan pertahun.

e, fotokopi tanda buktd kepemilikan atau sewa atas
sarand dan prasarana pelatihan kerja.

(2}  Ketentuan scbagaimansa dimaksud pada ayat (1) huraf

a, huruf ¢ dan huruf ¢, tidak bherlaku bagi LPK

Pemerintah.

Pasal 14
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayatl
{1], yang telah diterima oleh kepala dinas kabupaten/kota
selanjutnya dilakukan venfikas: keabsahan dokumen serta

verifikasi lapangan.

Pasal 15

(1} Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
dilakukan oleh Tim Verifikas: yvang dibentuk oleh
kepala dinas kabupaten | kota.

(2] Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada aval (1)
sckurang-kurangnya beranggotakan unsur dan unit
kerja. vang menangani pelatihan kerja dan unit kerja
DENEAWASHN ketenagakerjaan di dinas
kabupaten/ kota.

[(3) Verifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan

diterima dan dinyatakan lengkap.



=11

(4} Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayal
3] telah selesai dilaksanakan, kepala dinas
kabupaten/kola menerhitkan tanda daftar dalam
jangka wakiu paling lama 1 [satu) hari kerja terhitung
sejak diterimanya laporan hasil verifikasi,

(3] Tanda daftar scbagaimana dimaksud pada ayval (4],
oleh  kepala dinas kabupaten/kota ditembuskan
kepada kepala dinas provins: dan Direktur Jenderal.

B8] Tanda Dallar sebagaimana dimaksud pada ayat (4],
disusun dengan mengacu pade Format 3 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran
tidak terpisahkan dari Peraturan Menten ini.

{7] Apabila setelah 1 ([satu) hari kerja kepala dinas
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
belum menerbitkan  tanda  daftar, maka LPK
Pemerintah atau LPE Perusahaan dapat melaksanakan
kepgiatan pelatihan kerja.

BAB IV
PENAMEBAHAN PROGREAM PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu

LPK Bwasta

Pasal 16
Dalam hal LPK swasta akan melakukan penambahan
program pelatthan kerja, maka LPK swasta mengajukan
permohonan secara fertulis kepada  kepala  dinas

kabupaten/ kota.

Pasal 17
[1] Pengajuan  permohonan penambahan program
pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16, dengan melampirkan:
a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku;

b. realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja;
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c. daftar tambahan program pelatthan kerja
berbasis kompetensi,

d. dattar dan riwayat hidup instruleur bersertifileat
kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan
program pelatiban kerja tambahan;

. Jotokopl tanda buki kepemilikan dtau sewd dlas
sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuad
dengan program pelatihan kerja tambahan.

(2] Dalam  hal permohonan penambaban program
pelatihan kera sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
dinvatakan Ilengkap, dilakukan verifikasi lapangan
dalam jangka waktu paling lama 2 {duas} han kera
sejak pengajuan permohonan penambahan program
pelatihan kerja diterima,

{3] Dalam hal hasil venfikasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) tidak scsual dengan dokumen yang diajukar,
kepala dinas kabupaten/kota menolak permohonan
penambahan  program  pelatihan  kerja dan  harus
disampaikan kepada pemchon dalam wakm paling
lama 1 {satu) har kerja sejak dilakukan verilikasi,

(4} Dalam hal hasil wvernifikas: lapangan  dinyatakan
lengkap dan sesual, kepala dinas kabupaten/kota
menerbitkan izin penambahan program pelatihan
kerja dalam jangka waktu paling lama 1 (satu} hano
kenja.

(5] Penerbitan izin penambahan program pelatihan kerja
disusun dengan mengacu pada Format 4 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan

Pasal 18
LPE Pemerintah  atau LPK Perusahasn vang akan
melakukan penambahan program pelatinan kerja wanhb
melaporkan  secars lertulis kepada  kepala dinas

kabupaten/lkota,
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BAR WV
FEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pembinaan  terhadap LPK  dilakukan  secara
terkoordinasi dan terpadu antara kementerian, dinas
provinsi, dan dinas kabupaten /kota,

Pembinaan schapaimans dimaksud pada avat (1),
dilakukan terhadap program  pelatihan kerja,
penyelenpgearaan pelatihan berbasis kompetensi,
kelersediaan sarana dan fasilitas, instruktur, dan
tenaga pelatihan, penerapan melode dan sistem

pelatihan kerja serta manajemen LPE.

Pasal 20
LPK wajib melaporkan realisasi kegiatan pelatihan
kerja kepada dinas kabupaten) kota setempat secara
berkala 6 {enam) bulan sekali,
Kepala dinas kabupaten/kota schagaimana dimaksud
pada avat (1), melaporkan rckapitulast realisas
kegiatan pelatihan kerja secara berkala 6 (cnam) bulan
sckali kepada kepala dinas provinsi,
Kepala dinas provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat {2], melaporkan rckapitulasi realisasi kegiatan
pelatihan kerja secara berkala & (enam)] bulan sekali
kepada Direklur Jenderal.
Laporan realisas: kegiatan pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada
Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian tdak terpisabkan  dard
Peraturan Menteri ini,
Laporan rekapitulasi realisasi keglatan pelatihan kena
schagaimana dimaksud pada ayat [2) atau ayat [3),
mengacu pada Format 6 sebagaimana  tercantum
dalarm  Lampiran  yang merupakan bagian tudak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan terhadap ditaatinva Peraturan Mentenn m

dilakukan olch pepawal pengawas ketenagakerjaan sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKS] ADMINISTRATIF

Fasal 22

Kepala dinas kabupaten/kota memberikan  sanksi

admimsiranl kepada LPK Swasle berupa;

i,

(1)

penghentian sementara prlaksanaan Program
pelatihan kerja;

penghentian pelaksanaan Programn pelatihan
kerja;atau

pencabutan izin LPK.

Bagian Kesatu
Penghentian Sementara Pelaksanasn

Program Pelatilian Keria

Pazal 23
Kepala dinas kabupaten/kota menjatubkan sanks
administratif berupa penghentian scmentara
pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huraf a, dalam hal LPK:
a.  menggunakan instrukiar dan tenaga pelatihan
tidak sesuai dengan program;
b. melaksanakan pelatthan kega di luar program
vang telah dischuajui;
c. menggunalkan sarana dan prasarana pelaliban

kerja tddak sesual dengan program.
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Sanks1 administratif berupa penghentian sementara
pelaksanaan program pelatthan kerja diberikan eleh
kepala dinas kabupaten/kota dalam bentulk surat
keputusan yang herlaku paling lama & (enam) bulan.

Bentuk kepulusan kepals: dinas  kabupaten/kota
mengenal  penghentian scmentara pelaksanaan
program pelatihan kerja scbagaimana dimalksud pada
ayat [2] disusun dengan mengacu pada Format 7
sebagaimana tercanturm  dalamn  Lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menter i,

Pasal 24

Keputusan kepala dinas kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 avat (2) menctapkan
kewajiban yang harus dipenuhl LPK sclama masa
penghentian  sementara  pelaksanaan  program
pelatihan kerja.

Selama masa penghentian sementara pelaksanaan
program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada
aval (1), LPK dilarang menerima peseria pelatihan
kerja untuk program pelatihan kerja yang sedang
dihentikan sementara pelaksanaan program pelatihan

kerjanya.

Pasal 2o
Dalam hal LPK telah selesali menjalani masa
penghentian  sementara  pelaksanaan  program
pelatihan kerja dan telah menyelesaikan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayvar (1], maka
LPK wajib melaporkan scoara tertulis kepada kepala
dinas kabupaten /kota.
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2} Dalam hal laporan sebaguimansa dimaksud pada
ayal (1) dinilaa benar, kepala dinas kabupaten/kota
menerbitkan  keputusan  mengenai pencabutan
penghentian  sementara  pelaksanaan  program
pelatihan kerja dan LPK dapat melanjutkan kembali
program pelatihan kerja.

(3} Bentuk keputusan kepals dinas kabupaten/kota
mengenai  pencabutan  penghentian  sementara
pelaksanaan program pelatihan Rerja sebapaimana
dimaksud pada aval (2), disusun dengan o mengacu
pada Formal 8 sebagannana  lercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagan tdak lerpsahkan

dari Peraturan Menter1 ini.

Paxal 26
Dalam  hal sanksi adminisiratil  berupa  penghentian
scmentara pelaksanaan program pelatthan kena  telah
berakhir dan LPK tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), maka
kepala  dinas  kabupaten/kots  menjatuhkan  sanksi

penghentian pelaksanaan program pelatiban kKerja.

Bagian kedua

Penghentian Pelaksanaan Program Pelatihan kerja

Pasal 27
{1) Kepala dinas kabupatcn/lkota menjatuhkan sanksi
adtministratiif  berupa  penghentian  pelaksanssn
program pelatihan kerja dalem hal LPK:

A,  menerims peserlts pelatithan untuk program
pelatihan kerga  selama dpatubhn sankisd
penghentian sementara sehagaimana  dimalkesud
dalam Pasal 24 avat (2);

b.  tdak melaporksn realisasi kepiatan  pelatihan
kerja kepada kepala  dinas  kabupaten/lkota
setempat secara berkala 6 (enam) bulan sekali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).



(2]

(2]

(1]

(]

{1]

<]

P

Sanksi administrati! berupa penghentian pelaksanaan
program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], diberikan oleh kepala dinas kabupaten/kota
dalam bentuk surat kepulusan vang berlaku paling
lama 3 [biga) bulan,

Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/lkota
mengenai penghentian pelaksanaan progeam pelatihan
kerja sebagaimana dimaksud pada aval (2), disusun
dengan mengacw  pada Format 9  scbapaimana
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menterl ini.

Pasul 28

Keputusan kepala dinas zabupaten/kota schagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 avat [2), meonetapkan
kewajiban yang harus dipenuhi LPK selama masa
penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja.

Selama masa  penghenlian pelaksanaan progearr
pelatthan kerja sebagaimans dimaksud pada ayat (1),
LPK dilarang menerima peserta pelatihan untuk
program  pelatihan  kerja yang sedang dihentikan

pelaksanaan program pelatiian kerjanya.

Pasal 29

Dalam hal LPK telah selesal menjalani masa
penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dan
telah menyelesatkan  kewsgpibannya sebagaimana
dimaksud dalam Passl 28 ayat (1), maka LPK wajhb
melaporkan sccara  tertulis kepada kepala  dinas
kabupaten/kota.

Dalam  hal laporan schagaimana  dimaksud pada
aval (1) dimilal boenar, kepals dings kabupaten/kola
menerinthan keputusan MEnNEenal pencabutan
penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dan
LPK dapal melanjutkan kembali program pelatihan

kerja.
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(3 Bentuk kepulusan kepala  dinas kabupaten/kota
mengensal pencabutan penghenfian pelaksanaan
program peclatihan kerja scbhagaimana dimaksud pada
ayat (2], disusun dengan mengscu pada Format 10
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menten ini.

Pasal 20
Dalam hal sanksi administratf berupa  penghentian
pelaksanaan program pelatihan kerja telah berakhir dan
LPK tidak memenuhi kewsjibannya sebagaimana dimaksud
dalam FPasal 28 awvat (1], maka kepala dinas
kabupatenkota menjatuhkan sanksi pencabutan izin LPE.

Bagian Ketiga

Pencabutan Jzin Lembaga Pelatihan Kerja

Pasal 31
(1) Kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi
administratil berupa pencabutan izin LPK dalam hal

LPK:

a. tidak dapat memenuhi Kewgpban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 230;

b, tidak memenuhi standar mutu LPK dalam jangka
waklu 3 {tiga] tahun sejak memperoleh izin
schagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

c. tidak melaporkan perubzhan penanggung jawab
LPK atau alamat LPK schagaimana dirmaksud
dalam Pasal 1(:

d. tidak menyelenggarakan program pelatithan kera
selama 1 [satu) tahun,

e. menvalahpunakan izin LPEK;
menerbilkan  sertifikat  pelatihan tanpa proses

pelatiban kerja.
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(2] Bentuk keputusan kepala dinas kabupalen/kota
mengendl pencabutan izin LPE schagaimana dimaksud
pada ayat (1}, disusun dengan mengacu pada Format
11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak fterpisahkan dan Peraturan

Menteri ini.

Pasal 32
Dalam hal LPK vang dikenal sanksi administratif berupa
pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1), LPK yang bersangkutan berkewajiban untuk:
#, mengembalikan biava pelatihan kerja kepads peserta;
b. mengembalikan izin LPK Lkepada kepala dinas
kabupaten/kota.

Pasgal 33
LPE yang telah dijatuln sanksi administratif berupa
pencabutan izin LPK dapat mengajukan permohonan izin
kembali setelah melewati tenpgang waktu 1 (salu) tahun
terhitung sejak tanggal pencabutan izin dengan ketentuan
LPK yang bersangkutan telah memenuhi  kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan memenuhi
persyaratan permohonan LPR sesuan dengan Ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

AL VI
KETENTUAN LATN-LAIN

Fasal 34
(1] Dalam hal LPK menggunakan instruktur ThA wagib
memiliki  kualifikasi minimal sebagai tenaga ahli
dibidangnya.
(2] Ketentuan mempekerjakan instrukiur TEA bag LPK
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.



- 0 -

Pazal 35

(1) Izin penyelenggaraan program pelatihan kerja bagl LPK
dengan  Penyertaan Modal Asing  diterbitkan  aleh
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk
dan atas nama Menteri.

(2] Ketenluan mengenal penerbitan izin penyelenggaraan
program pelatihan kerja bagl LPK dengan Penyertaan
Modal Asing sebagaimana dimalksud pada ayat (1},
dilaksanakan sesual ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36
LPE wvang memilike zin berdasarkan Peraturan Mentern
Tenapa Eera dan Transmigrasi Nomor
PER.17 /MEN;/VIIl/ 2007 tentang Tata Cara Perizinan dan
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, tetap berlaku

sampai dengan berakhirnya izin.

BAR X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Pada saat Peraturan Menteri  ini mulal berlaku, maka
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras: Nomor
PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan
Pendaltaran Lembaga Pelatihan  Kerja, dicabut dan
dinvatalkan tdak berlalku.
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Pasal 38
Peraturan Menternn in1 mulai  berlaku  pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri i dengan

penempatannyva dalam Berita Negara Republik [ndonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangeal 9 Mei 2016

MENTERI KETENAGAKER.JAAN
REPUBLIK TNDONESIA,

tid,
M. HANIF DHARKIRI
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REPLUBLIK INDONESIA,

tted.

WIDODO ERATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 712

[ i LS

NI.I.-"'. 19600324 198903 1 001



)

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOE 17 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

BENTUK FORMAT PERTZINAN DAN PENDAFTARAN

LEMBAGA PELATIHAN KEEJA

1. | Format 1 Penerbitan dan penolakan izin LPK |
2. | Format 2 Penerbitan izin perubahan LPK
3. |Format3  Tanda Daftar
4. | Format 4 Penerbitan izin penambahan program pelatihan kerja
5. |Format5  Laporan realisasi kegiatan pelatihan kerja
6. | Format 6 Laporan rekapitulasi realisasi kegiatan pelatihan kera
7. | Format 7 Keputusan  kepala  dinas kabupaten/kota  mengenai
| penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan Kerja
8, | Format 8 Keputusan kepala dinas kabupaten,/ kota mengenal pencabutan
| penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja
9. |Format9 | Keputusan  kepala dinas  kabupaten/kota  mengenai
penghentian pelaksanaan program pelatithan kerja
10, |Format 10 | keputusan kepala dinas }-;abll.pa.u:n,-f'iiuta mengenal pencabutan
penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja ,
11. |Format 11 | Keputusan kepala dinas }'!.:Hb'I.J_IJH.L'l:n,n"kﬂtﬂ. mengenal pencabutan

win LPK

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.,

M. HANIF DHAKIRI



FORMAT 1 FENERBITAN DAN PENOLAKAN 1ZIN LPK

a. Format Penerbitan lzin LPK

(KOP SURAT)

DNRAS e (vang membidangt ketenagakenaan)
Kabupaten/Kota ..occiieian
Jalan ........ Telp.fFax. ... . Kode Pos ........oveeee e

Menimbang

Mengingat

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA .. ooeeenriaanes

e I8

b,

KEPUTUSAN
AEPALA DINAS i s iisiise essisives
MOMOR .. ierieen
TENTANG

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenapga
kerpe perlu adanva suatu lembaga achagai
penyelengeara pelatihan kerja;

berdasarkan permohonan........ nomor...... tanggal.....
tentang penerbitan izin Lembaga Pelatihan Kerja;
bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK}..... sebagai badan
hulum  telah  memenuhi persvaratan  sebagai
penvelenggara pelatihan kerja  sebagaimana  diatur
dalam Peraturan Menteri  Kelenagakerjaan Nomor
RS U 15 SRR :

bahwa  berdasarken  pertiimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a dan bhuruf b, maka periu
diberikan izin sebagai LPK yang ditctapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas.........;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Nepara Tahun Repubdlika
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4279);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang

Sistem Pelatthan Herja Masional [Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 4637);

Peraturan Menten Tenaga Kerga dan Transmigras
Nomuor 11 Tahun 2013 lenlang Pedoman
Penyelengparaan Sistemn Pelatihan Kerja Nasional di
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1463}

. Peraturan Menten Ketenagakerjaan Nomor.., Tahun

........ tentang Tala Cara Perizinan dan Pendaltaran
Lembaga Pelatithan Kerja  (Berita Negara Republik
Indonesin Tabun ... Nomor ....oa K



5. Peraturan Daerah Nomeor ...... Tahun ..... e lEntang
........... (pembentukan Organisasi  Pemerintahan
Kabupaten /Kota).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Member izin LPK kepada

a. Nama Lembaga -

b. Nomor Registrasi DL OO L KKK Y)
¢, Alamat :

d. Penanggung jawab

e, Program Pelatihan Kerja ;

KEDUA : LPK  ......... dapat menerbitkan “Sertifikat Pelatihan”

untuk program pelatthan kerja vang diselenggarakan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.

KETIGA s EPK  civeieene sehbagaimana dimaksud dalam  Diktum

KESATU bertanggung jawab dan wajpb menyampaikan
laporan kegiatan secara periodik & (enam) bulan sekali
kepada Kepala Dinas ......... Kabupaten/Kota .........
dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,
Kementernan Ketenagakerjaan.

KEEMPAT : lzin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

diberikan untuk jangka waktu selama LPK akdf
menyelenggarakan pelatihan kerja.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ............
pada tanggal ...

KEPALA

Tembusan :

2.

3.

Dairektur  Jenderal Pembinaan Pelatihan dan  Produktivitas
Rementerian Ketenagakerjaan;

Kepala Dinas ... {vang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan) Provinsi ......covee.o. TS

Bupati/ Walikota.

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupaten/kota.nomor_urut.tahun,

No registrasi diisi sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang
mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.



b. Format Pencolakan Pemberian Izin LPK

(KOP SURAT)
DHnas o.ooeeeeeee vang membidang ketenagakejaan)
Kabupaten/Kota ....oooooveennnn
R e Lol Fas.. . Bode Pos iy
Nomor i3
FPerihal : Penelakan permohonan Kepada
1zin lembaga pelatihan kerja Pimpinan LPK, ...

d:

L. Berkenaan dengan sural permohonan Saudara Nomor .. tanggal
.. perihal permohonan izin Lembaga Pelatihan Kerja, bersama ini
diberitabukan bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen dan
lapangan terhadap persyaratan izin Lembaga Pelalihan Kerja
Saudara belum / lidak dapat diproses lebih lanjut karena |

2

b. . dst, (dist alasan penolakan)

2. Dapal kami sampaikan pula bahwa Baudara dapat mengajukan
kembali permohonan izin lembaga pelatihan kerja setelah semua
persyaratan dipenubi,

3. Demikian disampaikan uniuk mendapat perhatian lebih lanjut,

KEPALA
DIMNAS ...
KABUPATEN/KOTA..........

Tembusan ;

1, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan;

2. Kepala Einas ... [yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjzan)

PrROVITIS oieeriiiaas:
3. Bupati/ Walikota.



FORMAT 2 PENERBITAN 1ZIN PERUBAHAN LPK

[P SURAT
Dinas ....occevvveeenn. (yang membidangi ketenagakerjazn)
Kabupaten/Kota ...l
Jalan e Tep I Fa% .0 Bode POS i

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ..o
NOMOR : KEP o
TENTANG

1ZIN PERUBAHAN LEMBAGA PELATIHAN
EERJA ........

Menimbang

e

sebagaimana  ditetapkan dalam Keputusan

bahwa LPK veererareese  telah memperoleh

Difas....occseee. Kabupaten/Kota......... MNomar.......
herakhir masa berlakunya pada tanggal .........

br. berdasarkan permohonarn......., tamar. .. ..

tanggal.....

lenlang perubahan zin Lembaga Pelatihan Kerja;

¢. bahwa LPE ......... scbagaimana dimaksud dalam
huruf a telah memenuhi persyaratan untuk diberikan
izin perubahan LPK sebagaimana diatur
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ........Tahun

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diberikan
izin perubahan LPK  wyang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas.........;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republika
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran

Mepara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peoraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 {entang
Sistern Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200& Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomaor L1 Tahun 2013 tentang

Pedomaan

Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di
Daerah [Berita Negara Hepublik Indonesia Tahun 2013

Nomaor F463),

£

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomeor ... Tahun

........ lentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran

Lembaga Pelatthan KernalBerita Negara
Indonesia Tahuwrn. ... MNOmoar ... ..., s

Republik



2. Peraturan Dacrah Nomoer ....... Tahun ......... tenlang
[pembentulkan  Organisasi  Pemcrintahan

Kabupaten/Kota).
MEMUTUSKAN
Menelapkan
Heberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas......... Nomor........

Tahun........tentang [=zin LPK....... diubah menjadi scbagai berikut:

Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

RESATU ; Memberi lzin LPK ...... kepada :
a. Nama Lembaga :
. Womor Registrasi SO N OO ML )
. Alamat

sermila
menjadi
d. Penanggung jawab
semula
menjadi :
€. Program pelalihan kerja
(tambahan)

REDLA  Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan dan
berakhir pada tanggal.......... [sesual izin LPK vang masih
berlaku).

Ditetapkan di ...
pada tanpoal
KEPALA
EMNARS L S
KABUPATEN/KOTA..........

Tembusan

I, Direkour Jenderal Pembimaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementenan Ketenagakerjaan;

2. Kepala Dinas ...... (vang bcrtﬂnggung ]aﬁ-ﬂh dibidang

Rttmagakcr]aat‘-] Provinsi ..

*| diisi kode propinsikode kabupaten /kota.nomor_urul labon.
Mo registrasi diisi sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri vang
mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintiahan.



o |
i

FORMAT 3 TANDA DAFTAR

Pinas oo,

Jalan .

[KOP SURAT)
a--oo Ivang membidangt ketenagakerjaan)
fabupaten FEOLE Lo

PRI, |15 T N [, 0 L AR,

KEPUTUSAN

R I A o et s et

IMCAOR BEE i b anatis

TENTANG

TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA i

Mermmbang

Mengingal

-

I52

:’.,.."I

bahwa dalam rangka meningkatkan kualilzs tenaga
kerja  perlu  adanya  sualy lembaga  scbagai
penyelenggara pelatihan kerja;

berdasarkan permobonan...,.... nomor...... tangzal....
tentang tanda daflar Lembaga Pelatithan Kerja;

bahwa Lembaga Pelatthan Kerja ... telah memenubhi
persyaratan  schagal  penyelenggara  pelatihan  herja
scbagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menten
Ketenagakerjaan Nomaor.........Tahun......... I

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu
diterbitkan tanda dafltar sebagai LPK vang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas........;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan |Lembaran Negara Tahun Republika
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 279}

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang
Sistern Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4637);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan  Transmigrast
Republik Indonesia Nemor 11 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penvelenggaraan Sistern  Pelatihan  Kerja
Masional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Naomor 1463);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjasn Nomor......

Tahun...... tentang Tata Cara Penizinan dan
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun..... Nomor......... I

Peraturan Daerah Nomar ... Tabun ... tentang
........... (pembentukan Organisasi  Pemerintahan
Kabupaten /Kala),



Menetapkan

KESATU

HEDUA

KETIGA

EEEMPAT

Tembusan -

MEMUTUSKAN !

+ Memberi tanda daftar kepada

a. Nama Lembaga

b Nomor Registrast T O OO KL )
. Alamat -

d. Penangpung jawab

e. Program Pelatihan Kerja :

: LPK .......... dapat menerbitkan “Sertifikat Pelatihan” untuk

program pelatihan keria VHIE diselengparalan
sebapaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huraf d.

P LPE . schagaimana  dimaksud  dalam Diktum

KESATU bertangeung jawab dan menvampaikan laporan
kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan szekali kepada

Dinas ........... Kabupaten/Keota .......... dengan tembusan
kepada Dinas yang bertanggung jawab i bidang
ketenagakerjaan Provinsi ..., dan Direktur Jepnderal

Pemibinaan Pelatihan dan Produklivitas, EKementerian
Kelenagakerjaan.

: heputusan ini mulai bertaku pada tanpggal ditetaplkan.

Ditetapkan di ......oonee
pada tangeal e

KEPFALA

DINAS. .
KABUPATEN//KOTA ...

1. Dirgkiur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktyvitas
Kemenlerian Ketenagakerjadsn;

2, Kepala Dinas ... (vang bertanggung awab dibidang
Ketenagakerjaan] Provinst s

1 ddiisi kode_propinst kode_kabupsten / kota.nomor_urut.iahun.
Mo registras) diis sesusl dengan Peraturan Menten Dalam Negen yang
mengatur tentang Kode dan Data Wilavah Adminisirasi Pemenintahan,



FORMAT 4 PENEREITAN [ZIN PENAMBAHAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

[LOP SURAT)
DHBES .o vanein . fyang membidangi kerenagakermart]
iiabupatcn,-"finta .
Jalan oo Telp. fFax._.. _Kode F'q::-t.
KEPUTLISAN
EEPALS TINAS i
NCMIOR T KEP (o
TENTANG

[ZIN PENAMBAHAN PROGRAM PELATIHAN EERJA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA ........

KEPALA BINAS ...

Menimbang t@. babwa LPR e vang telah memperoleh 1sn
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala
BHnpas............  Kabupaten/Kota......... Nomor.. ...

dalam perkembangannya perlu menambah program
pelatihan kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja;

b. berdasarkan permohonan........ nomor..... tanggal.....
tentang  Permohonan  [zin Penambahan  Program
Pelatihan kerja Lembaga Pelatihan Kerja.......;

¢. bahwa beordasarkan hasil verifikasi, LPK
sebagaimana dimaksud dalam hural a telab memenuhi
persyaratan dan  layak  uniuk  diberikan  izin
penambabhan program pelatiban kerja;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf & dan huruf b, perlu diberikan
izin  penambahan  program  pelatihan kerja  vang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas.....o-cRabupateny Ketac o g
Mengingat : 1. Undang-undang MNomor 13 Tahun 2003  tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republika
Indonesia Tahun 2002 Nomeoer 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang
Sistem Pelatthan Kerja Masional {Lembaran MNegara
Eepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4637},

<. Peraturan Menternn Tenaga Kerna dan Transmigrasi
Eepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem  Pelatihan  Kerja
MNasional di Daerah [Berita MNegara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1463);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ...
Tahumn..... tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftiaran
Lembaga Pelatihan Kerja [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun..... MNomor........ 1



Menetapkan

EESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KRELIMA

Tembusan !

- 1) -

3. Peraturan Daerah Nemor ...... Tahun ... tesatang
........... (pembentukan  Organisasi  Pemerintahan
kabupaten; Kota).

MEMUTUSEKAN ©

: Memberikan izin penambahan program pelatihan kerja

kepada :
a. Mama Lembaga
b, Nomor Registrasi T, MO MO 0T ¥
iz, Alamat :
d. Penanggung jawab
e. Program Pelatihan kerja :
{tambahan)

P LPK .. dapat menerbitkan  “Sertifikat  Pelatihan™

untuk  program  pelatihan yang  diselenggarakan
sebagaimana dimaksud dalam Dikium KESATU huraf d.

: LPK ... sebagaimana dimaksud dalam  Diktum

KESATU bertanggung jawab dan menvampaikan laporan
kegiatan secara periodik & [enam)] bulan schkali kepada

Dinas .....00. Kabupaten/Kota ........... dengan tembusan
kepadas inslansi yang bertanggung jawab di bidang
ketendgpakenaan Provinsi ... dan Direlotur Jenderal

Pembinaan Pelatthan dan  Preduktivitas Kementerian
Ketenagakerjnan,

» lzin sehagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

diberikan untuk jangka waktu ... (boleh  melebihi
Jjangka waktn berlakunya izin LPE],

¢ keputusan ini mulal berlalku pada tanpgal ditetapkan,

Ditetapkan di ............
pada tanpeal

KEPALA
DINAS. ...
KABUPATEN/KOTA.........

e

1. Dhreekiur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementenan Ketenagakenjaan;

2. Kepala Dinas ...... (vang bertangeung jawab dibidang
kelenagakerjasn) Provinst oo e eeiesen

= diist kode_propinsi kode_kabupaten / kota, nomor_urat.tahun.
No regiairast dnst sesual dengan Peraturan Menten Dalam Negoen vang
mengatuar tentang Kode dan Data Wilayvah Administrasi Pemerintahan.



FORMAT & LA

N

(KOP SURAT)

PORAN REALISASI KEGIATAN PELATIHAN

LAPORAN KEGIATAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Laporan Scmester/Tahun @ ...,

A. Data Umum

Mama LPK

1.
2
B

Nomor Registras:
Alamat
a. Kantor

b.

s

1]

[LE]

Telp/Fax
BE-mail

12}

Nomaor/ Tanggal 1zin
atau Tanda Daftar LPK

(3

Jenis LPK

%o

L]

(4]

Mama
Kepala /Direktur LPE

+ Nomor telephone

(5}

Mama
Penangsungjawab
operasional LPK
Jabatan

Nomor telephone

Status Akreditas
Nomor Sk Akreditas:

Ruang lingkup LPK
{Program kepiatan dan
pelatihan yang
ditawarkan}

Jumiah karyvawan

(6]

a. Tenaga pelatithan

tetap (Ya)

Perempuan

Kererangan

b. Tenaga pelatihan

Ca

tidak tetap (9h)

Instrulktur tetap [9e}

.

Instrukiur tidak tetap
(9d)

Asesor kompetensi
{gc)

Instrukiar fasesor
YHEIE
berkewarganegaraan
asing {4l




Keterangan ©

1,

. L b2

i |

&,

-
T

Diisi denpan nama  LPK,

1b, Diisi dengan nomr registrasi.

Diisi dengan alamat kantor, telepon dan email LPK,

Diisi dengan nomor dan tanggal izin atau tanda daftar LPE.

Diist denpan sesuai jenis LPK wyaitu Pemerintah, Swasta atau
Perusahaan.

Diisi dengan nama Kepala/ Dircktur LPK dan nomor telepon vang dapat
rhihubng,

Dusi dengan nama, jabatan dan nomeor telepon penanggung jawab
operasional LPK,

Diisi denpan status Akreditast dan jika sudah Terakreditasi, diisi
nomor 5K Akreditasi.

Diisi dengan

Ba. Diisi dengan ruang lingkup LPK  atau  bidang studi vang
ditawarkan antarg lain Pelatihan Kerja Menjahit Garment, Bahasa
Ingeris, Teknolog Informasi, Pariwisata dan Perhotelan.

8b. s dengan Uji kompetensi (Sertifikasi LEP| seperti Garment,

Teknologl dan Informasi (bila ada).
Diisi dengan jumlah karvawan berdasarkan jenis kelamin.

Ya. Diisi dengan jumlah tenaga tetap berdasarkan jenis kelamin.

b, Dist dengan jumlah tenaga tidak tetap berdasarkan jenis kelamin.

Yc. Diistdengan jumlah instrukour tetap berdasarkan jenis kelamin.

Del, Dhist dengan jumlah instrukour tidak tetap berdasarkan jenis
kelamin.

Se,  Diist dengan jumlah Asesor kampetensi berdasarkan jenis kelamin
termasule apabila merangkap sebagai instrukiur, (bila ada),

9f.  Diisi dengan jumlah Instrukior/asesor vang berkewargancgsraan

asing yang merupakan instruktur tetap/tidak tetap untuk
program pelatihan bahasa ingeris, pariwisata/ perhotelan.

B. Kegiatan pengembangan program pelatihan

e ' Durasi
Nama Inisiator A Standar
o Program JPemohon : Elijnij;m Kompetens: Airatie
[1] (2] £ (4] (3] 5l
1 | Cleaning Db 3 bulan {270 | SKKNI vz, | Deleim
service int 270 Tohur | rangka
Rumah Sakit 2000 mengisi
lowongan
kerja di RS
L'nt Eropa
2
Keterangan
1. Diisi dengan no urnat 1 - dst.
2. Diisi dengan nama program pelatihan sepert  Garmeny menjabit
[separu), Garmen/menjahit {jaket dan jas)].
3. Diisi dengan nama perusahaan/instansi vang bermohon untuk
melakukan kerjasamsa  sesuail dengan  program  pelatihan  wvang

diperlukan.




4. Diusi dengan durasi pelatihan.
2. Dusi dengan standar kompetensi vang digunakan.
B. Diisi dengan informasi tambahan hila diperlukan,
C. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan
Jadwal :
Jumlah Jumliah
No. N P
o ama Program | Peiaé-(lfana baacie | Tiiaies Keterangan
(1) 2} L3 4] (5] (6}
I | Clearung service Maret-Mei | 100 08 orang 2 orang
| Rurnah Sakit orang mengundurka
ndirl
2
Keterangan :
1. Diisi dengan no urut 1 - dst,
2. Diisi dengan nama program pelatihan seperti operator garmen.
3. Diaisi dengn jadwal pelaksanaan pelatihan seperti 2 Maret - 17 April
2013,
4. Diasi dengan jumlah peserta pelatihan pada satu program pelatihan,
&, Diisi dengan jumlab lulusan pada satu program pelatihan.
. Diisi dengan informasi tambahan hila diperlukan,
Sebapa TUK
L Kejuruan (1a) Skema sertifikasi | Kapasitas LSF
| {1b) {1c) (1d]
I
Keterangan
1. Dusiapabila LPK sebagai TUK
la; Diisi dengan kejuruan yang menjadi tempat uji kompelensi seperti
garment, Tehnologi Informasi dan Komunikas: dan Pariwisata
Nusantara.
1b. Diisi dengan skema scrtifikast sepertl Operator mesin jahit level 111
Supenasor garment, Junmor Programmer: Senior Programmer Systern
Aralyst, F&EB Production Waiter House keeper Ticketing.
le, Dusi dengan kapasitas TUK seperts 10 orang perangkatan, dli.
1d. Dnsi dengan LSP vang memberi [sensi TUR.




a il

D. Kegiatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi

1.
2,

3t B

Diisi dengan no urut 1 - dst,

Jumlah
Jadwal Jumilah
Nama Skema : Yang Keteranga
No.- | "1sp | Sertifikasi |TCaksana | Peserta | poooiaken 0
an L1
rm= ik s Kompelen
W02 &) 2] (5) (6] (7] |
I | LSP Cleaning | 3-6Junt | 88 grang | 90 orang 8  orang
Cleaning | service belum
Service Rromh kompeten |
Skl | .
[ .
Keterangan .
1, Diisi denpan no urut | - dst,
2. Dnisi dengan nama L3P sebagai penyvelenggara wji kompetensi.
3. Diisi dengn skema sertifikasi.
4. Diis: dengan jadwal pelaksanaan ujl kompetens,
5. Diisi dengan jumlah peserta uji kempetensi,
6. Diisi dengan jumlah vang dinyvatakan kompeten.
7. Diisi dengan informasi tambahan bila diperhulkan,
E. Kegiatan pengembangan kelembagaan dan SDM LPK
No Nama Jadwal Lokasi Penyelenggara | Keterangan
kegiatan i [,
L1} 2 8 (4] 5] 6]
1 | Bimtek Tata | 20-24 Serrararg Dines Provinst
Kelolo LPK | Agustus Jawa Tengah
2 | Upgrading Jurne- Juli BELKT Direktorat
instrukiur Suralorta Bina Intala
Kerterangan :

Diigi dengan nama kegiatan untuk pengembangan kelembagaan dan

SDM LPK.

Diisi dengn pelaksana kegiatan.

Diisi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan,

Diisi dengan lokast kegiatan.

Diisl dengan penyelengeara kegiatan.

Diisi dengan informasi tambahan bila diperiukan.



F. Kemitraan/Kerjasama dengan stake holder terkait

No Nama Mitra

Alamat

Bentuk Kemitraan

(1) {21

(3

(4)

I. | PT PAN BROTHER

nomor 12

Euyﬂ!ﬁﬁ, Jalan abe

2,

Kelerangan :

Pelaithan dan Penempatarn
Tenaga Kerja Menjahit

L. Diist dengan no urut 1 - dst,
Diisi dengan nama mitra kerjasama denpan stake holder terkait.

2.

3. Diisi dengan alamat mitra kerjasama.

4. Diisi dengan bentuk Kemitraan seperti penyediaan tenaga operator
selama 2 (dua) tahun (100 orang/ Lahun), dll,

G. Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Dilakukan

No Kendala Solusi Keterangan
(1) (2} — (4)
1| Pembiayaan Kerjasama derugan
Pelatthan Perusahaan el

oleria R

Keterangan .

1. Dhisi dengan no urat 1 - dst,

2. Diisidengan kendala yang dihadapi.
3. THisi dengn solusi yang dilakukan,
4

Diist dengan informas: tambahan bila diperlukan.

H. Hal-hal lain yang ingin dilaporkan

1. t(hal-hal wvang

perundang-undangan)

2, dst,

tidak sesuar  dengan

ketenfuan  peraturan




- 15 =

FORMAT & LAPORAN REKAPITULASI REALISASI KEGIATAN PELATIHAN KERJA

(KOFP SURAT)
DHAAS eeeeieeneeeeno- [Vang membidangi ketenagakerjaan|
Provinst/ Kabupaten /Kota ................c
Jadan - Telp /Fa . Kode Pos e iiinnis

LAPORAN REKAPITULASI KEEGIATAN LEMEAGA PELATIHAN KERJA

Laporan Semester/Tahun @ ... f ..
: _ Program Pelatihan vang
Mo MNama LPK No  Alamat Nomer & tgl lzin Nama Kepala | diselenggarakan
Registrasi Kantor/Telp/ atau Tanda Daftar LPK Nama | Jumlah | Jumlah
FFax Email dan No Telp/IIP | Program | Peserta | Lulusan
1 2 S| 4 | _ T LT AL S Sl A




-17-

pada tanggal ...

Dlﬁﬂﬂq--r_-” =



-l

FOEMAT ¥ KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA MENGENAI
PENGHENTIAN SEMENTARA PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN
RERJA

{KOP SURAT)
EHOES vveniiiie e [Yang membidangi ketenagakerjaan)
KRabupaten/Kota .....cocoeeeeeee.
FRlEN iea o aae Tedpu FRas o Hade Pl o G i
KEPUTUSAN

KEPALA DIMAR mssisirsrism s
MOMOR S EREP i s

TENTANG

PEMBERIAN SANKS!I PENGHENTIAN SEMENTARA
PELAKSANAAN PROGRAM PELATTHAN KERJA

BEPALADINAS it
Menimbang : 4, bahwa LPK ................. tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana diatur pada Pasal. ... Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun....... tentang Tata
Cara Perizinan dan Pendafiaran Lembaga Pelatihan
Kerja;

b. bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/ monitoring
Tim Dinas ........... Kabupaten/Kota ...

e, bahwa  berdasarkan  pertumbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, maka pelaksanaan
program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh LPK

ceseeeiase peria dihentikan sementara yvang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas
Kabupatern fKota ...............)
Mengingat » 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenapakerjaan (Lembarsn Negara Tahun Republika
Indonesia Tahun 2003 Nomor 3%, Tambahan Lembaran
Megara Hepublik Indonesia Nomaor 4279);

. Peraturan Pemenntah Nomor 31 Tahun 2006, tentang
aistem Pelatthan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4637

3. Peraturan Metiteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun

...... tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaltaran
Lembaga Pelatihan Kerja (Berite Negara Republik
Indonesia Tahun,.... (K] § 1) i

4, Peraturan Daerah Nomor ....... Tahun ......... le;ntang

— {pembueniukan  Chrganmisas: Pemernntahan

Kabupaten/Kota).

b2



Menetapkan

RESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

o Pl

MEMUTUSKAN :

! Memberhentikan sementars izin pelaksanaan program

pelatihan kerja kepada
Nama Lembaga

&, 3
k. Nomor Registrasi L3000 00T XKL ¥
c. Alamat :

d. Penaggung jawab

e. Program Pelatihan Kerja

[vang dibentikan)

: Janpka waktu penghentian sementara program pelatihan

kerja diberikan selama ... [paling lama & (enam)
bulan}.

:Belama dalam masa penghentian sementara  program

pelatihan kerja LPK .............. sebagmimana dimaksud
dalam Dikium KESATU tidak dilzinkan menerima peserta
pelatihan kerja baru untuk program pelatihan kerja yang
dihentikan.

: Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud dalam Dikbam

KESATU telah memenuhi kewajibannys vang dibuktikan
dengan laporan tertulis dan hasil moniloring, maka i6n
LPK wvang dibérhentikan sementard program pelatihan
kerja dapat dilanjulkan kembali kegiatannva.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan i .........oo
pada tangeal |,

KEPALA
DIMAS.. e
KABUPATEN/KOTA. ...

l. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan;

2. Eepala Dinas ...... [yang bcrtdnggung _1.iwal:| dibidang
R:tcnagakcrjaan} Provinsi .

*} diisi kode propinsi.kode kabupaten/kota.nomor urut.tahun,
No registrast diisi sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri vang
mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administras: Pemerintahan.



= M=

FORMAT 8 KEPUTUSAN KEPALA DINAZS KABUPATEN/KOTA MENGENAI
PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA FPELAESANAAN PROGRAM
PELATIHAN KERJA

[KOP SLIEAT)

BB Ly . fvang membidangi ketenagakerjaan)
hal::u]:ratcn FHobe. s e
dalan e Telp. [Fax...... Eode Fog oo
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ..,
NOMOR S EEPR s
TENTANG

PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

BEFALADINAS 1o oo ommimsnssin s oommesy

Menimbang : 4. Bahwa LPK..... telah dikenakan sanksi penghentian
sementara  pelaksanaan  program  pelatihan kerja

melalui keputusan Kepala DINES .oeoreiss
Kabupaten/Kota ..............
b. bahwa LPK ... telah memenuhi kewajiban

selama penghentian sementars;

¢, bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/ monitoring
Tim Dinas ........... Kabupaten,/Kota ......... f

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalreud dalam hurof &, bueal b, burul ©, dan bhucal
d, maka sanksi penghenian sementara pelaksanaan

program pelatihan kerga LPE ..., dicabut dan
ditetapkan Ltt:rtg..-:.n l-c:v:puu:san Kepala Dinas ...
Kabupaten/ Kota . T A

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakeriaan (Lembaran Negara Tahun Republika
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembarcan
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2, Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2006, tentang
SJistem Pelathan Kerja Nasional (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Menteri Menteri Ketenagakerjaan Nomor ...
Tahun o tentang Tata Cara Perizinan dan
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara
Fepublik Indonesia Tahun..... (1l a3 I:

4, Peraturan Daerah Nomor ....... Tahun ........ tentang

G {pembentukan  Organisasi  Pemerintahan
i{dbuphtcn; Kota).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

MEMUTUSKAN :

: Mencabut sanksi penghentian sementara izin pelaksanaan

program pelalihan kenja kepadsa |
a, Nama Lembaga :
b. Nomor Registras: K XKL XKX XK.
. Alamat ]
d. Penanggung jawab
e. Program Pelatithan Kerja :
[vang dihentikan|

CLPK sebagaimana  dimaksud dalam  Diktum

KESATU dapat melaksanakan kembali kegiatan pelatihan
dan bertangeung jawab menvampaikan laporan keglatan
secars pertodik © (enam) bulan sekall kepada Dinas

e RaDUpaten/Kota ... denzan tembusan kepada
instansi  yang bertanggung jawahb di bidang
ketenagakerjaan Prowingt ........oene. dan Direktur Jenderal

Pembinnan Pelatihan dan  Produktivitas Kementerian
Ketenagakerjaan,

» Keputusan i mulal berlaku pada tangegal ditetapkan,

Ditetapkan di ...
pada tangeal o

KEPALA

L. Dircktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan;

2. Kepala Dinas ... [yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan) Provinsd .o

) diist kode propinsi kode_kabupaten/kota.nofor_urua, tahiun,
No reglstrasi diisi sesuai dengan Peraturan Menleri Dalam Negeri vang
mengatur tentang Kode dan Data Wilayvah Administrasi Pemerintahan,
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FORMAT 9 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA MENGENAI
PENGHENTIAN PELAKSANAAN PROGEAM PELATIHAN

Dinas c.eeeeviaas

Jalan ...

(KOP SURAT)
. [yvang membidangi |{E'T.Eﬂl-]g£|. kerjaan)

hahupaitm Kola . e
.. Telp, fFax... Hudt‘ F"-:J:s

KEPUTUSAN
BEEPALA DENAD G sy i
TR = R, | ey o sty b s e

TENTANG
PEMBERIAN SANKSI

PENGHENTIAN PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

Moenimbang

Mengingat

REPALA DINAB ... o,

t 2. bahwa LPK ........covvveees tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana diatur pada Pasal........ Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor....Tahun ... tentang Tata
Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelanhan
Kerja: atau

bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasif moeniloring
Tim Dinas ........... Kabupaten/Kota ...

. bahwa LPH........... sampal dengan jangka walkitu sanksi
administratf berupa penghentian sementara

pelaksanaan program pelatihan kerja telah berakhir
dan LPK tidak memenuhi kewajibannya sebapaimana
dimaksud dalam Pasal......, Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun.....tentang Tata
Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan
Kerja, maka LPK........ telah memenuht syaral untuk
dikenakan sanksi penghentian pelaksanaan propgram
pelabthan kerja;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  scbagaimana
dimalksud datam huraf a, huraf b, dan huraf ¢ malka
pelaksanaan program pelatihan kerja  wvang
dilaksanakan oleh LPK ... perlu dihentikan
VHTLE dlLt:Lapl-mn dLnga_n Rtputu&an Kepala Dinas

o lkabupaten/ kota .

. Undang-undang MNomer 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republika
Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42749);

Peraturan Pemeriniab Nomor 31 Tahun 2006, tenlang
Sistermn  Pelatthan Keria Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomar 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637):

. Peraturan Mentlern Menten Ketenagakerjaan Nomors ...

Tahun ..., lentang Tala Cara Perzinan dan
Pendaltaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun..... Homor.. v };



Menetapkan

KESATL

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

%

4, Peraturan Daerah Nomor ....... Tahun ......... tentang
|pembentukan Organisast  Pemerintahan
Kabupaten/Kota).

MEMUTUSKAN :

: Memberhentikan  izin  pelaksanaan  program  pelatihan

kerja LPK kepada :

a. Nama Lembaga

k. Nomor Registrasi RN ERR R
c. Alamat :

d. Penanggung jawab

©. Program Pelatihan Kerja

{vang dibhentikan)
DJdangka wekin penghentian sementara program pelatihan
kerja dibenkan selama ........... [paling lama 3 [tiga}
alan}.

: Belama dalam masa penghentian sementara LPK ...,

sebagaimans dimaksud dalam Diktum KESATU tidak
ditzinkan menerima peserta pelatihan kerja baru untuok
program pelatihan kerja vang dihentikan,

: Dalam hal LPK scbagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU lelah memenuht kewapbannya yang dibuktikan
dengan laporan tertulis dan hasil monitoring, maka izin
LPK syang diberhentikan sementara program pelalihannva
dapat dilanjutkan kembali kegiatannya,

: Keputusan inl mulal berlakou pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplan di ...
pada tanggal |

KEPALA

DINAS.. e
KABUPATEN/KOTA. ........

. Direkiur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementeran Kelenagakerjaan Rl;

2, Kepala Dinas ...... [vang bertanggpung jawab dibidang
ketenagakerjaan) Provinss ...,

1 diist kode_propinst. kode kabupaten [ kota, nomor_urat.tahun,
Mo repistrasi diisi sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang
mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
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FORMAT 10 KEPUTUSAN KEPALA DINAS EKABUPATEN/ROTA MENGENAI
PENCABUTAN PENGHENTIAN PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

{KOP SURAT)
Dinas .....oovveeennns [yang membidangl ketenagakerjaan)
Kabupaten/Kota ...............
Falan e Teips i Paaias Kode Pos s nmns:

REPLITUSAN
KEPALA DINAS o evraasprismmrraasssmamsian
GANVEOES = I i i st
TENTANG

PENCABUTAN PENGHENTTAN
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

BRPALA DINAE o overonnmerarcssssisopmmians

Menimbang >'&. bahwa LPK... telah dikenakan sanksi penghentian
pelaksanaan program  pelatihan  kerja melahai
keputusan Kepala Dinas .........-. Kabupalen,/Kota

b: bahwa LPE ..ccoommmrmie telah memenuhi kewajiban

selama penghentian sementara;

c. hahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/monitoring
Tim Din&s ... Kabupaten/Kota ..........

¢. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sehagaimana
dimaltsud dalam huruf a, horaf b, hural ¢, dan hural
d, maka sanksi penghentian pelaksanaan program
pelatihan kerja LPK .............. dicabut dan ditetapkan
dengan keputusan Kepala Dinas —

Kabupaten /Kota e

Mengingat ¢ 1, Undang-undang Nemor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tabun Republika
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Peraturan Pemerinlah Nomor 31 Tahun 2005, tentang
Sistem Pelatihan Keria Nasional (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 46371;

3. Peraturan Menter: Menter: Ketenagakerjaan Nomor ...
Tahun tentang Tata Cara Perizinan dan
Pendaltaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara
Hepublik Indonesia Tahun..... Nomor.......... I;

4, Peraturan Daerah Nomoer ....... Tahun ......... tentang
(pembentukan Organisasi  Pemerintahan
Kabupaten/ Kotal.

hs



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Termbusan :

=25

MEMUTUSKAN !

» Mencabut sanksl penghentian izin pelaksansan program

pelatihan kerja kepada :

Nama Lembaga

Nomor Registrasi t RO KOO RO XKL )
Alamal :

Penanpggung jawah 3

Program Pelatihan Kerja ;

[vang dihentikan|

oo s

PR el sehagaimana dimaksud dalam  Diktum

KESATU dapat melaksanakan kembali kegiatan pelatihan
dan bertanggung jawab menyampaikan laporan kegiatan
secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas
riieeee Kabupaten/Kota ..., dengan tembusan kepada
instansi Yang bertanpgung jawab 1 bidang
ketenagakerjaan Provinsi .............. dan Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatthan dan Produktivitas Kementeran
Ketenagakerjaan.

; Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ............
pada tangmal e

KEPALA

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produklivitas
Kementerian Ketenagakerjaan;

2. Hepala Dinas

...... {vang bertanggung jawab dibidang

ketenagakerjaan] Provinsi ..o

*} diisi kode_propinsi.kode kabupaten /kota.nomor urut.tahun.
Mo registrasi diisi sesuail dengan Peraturan Menten Dalam Negen vang
mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.



FORMAT
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Ok

11 KEPUTUSAN KEPALA DINAS HKABUPATEN/KOTA
MENGENAL PENCABUTAN [ZIN LPK

TALEE s

(KOP SURAT)
{vang membidang: ketenagakerjaan)
Kabupaten/Kota ,...cocvvnn
Telp. /Fax.._.... Kode Pos ..o vvnnmvens

KEPUTUSAN
KIEPALA DINAS .o et dains
PN TR R, e e

TENTANG

PENCABUTAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KEEJA............

Menimbang

Mengingat

o

fl.

REPALK DINAS: . hiitniiiinsiineg

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas........
NOIOT. . e tanggal ... tentang penerbitan 1®in
lembaga pelatihan kerja....... tefah memiliki izin sebagai
lembaga pelatihan kerja;

bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi moenitoring
Tim Dinas ........... Kabupaten/Kota .........}

o bahwa LPK i tidale melalksanakan kerterntuan

scbagaimana diatur pada Pasal ...... Peraturan Menien
Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun.....tentang Tala
Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan
Kerja karena......., maka LPK........ telah  memenuhi
syarat untuk dikenakan sanksi pencabulan  izin
lembaga pelatihan kerja; atau

bahwa LPK........... sampai dengan jangka waktu sanksi
administratifl berupa penghentian pelaksanaan program
pelatthan kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi
kewmjibannya sebagaimana dimalesud dalam
Pagal, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomaor
........ Tahun....tentang Tata Cara Perizinan dan
Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja, maka
i lelah  memenuhi svarat untuk dikenakan
sanksi pencabutan izin lembaga pelatihan kerja;

. bahwa  berdasarkan perumbangan sebagaimana

dimalksud dalam huruf a huruf b, huraf ¢ dan hurof 4,
perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas
tentang Pencabutan lzin Lembaga Pelatihan Kerja.........

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjgan (Lembaran Negard Tahun Republika
Indonesia Tahun 2003 Nomor 32, Tambsbhan Lembaran
Nepara Hepublik Indonesia Nomor 4279);

Peraturan Pemerinlah Nomor 31 Tahun 2006, tentang
Sistern Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

. Peraturan Menteri Menteri Ketenagakerjaan Nomor ......
Talhun ... tentang Tata Cara Perizinan dan
Pendaltaran Lembaga Pelatihan Kena (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun..... Nomor s I;



o

4. Peraturan Daerah Nomor ... Tabun ... tentang
[pembentukan Urganisasi  Pemerintahan
Kabupaten/ Kotal,

MEMUTLISKAN @

Menetapkan

KESATU : Mencabut izin lembaga pelatihan kerja atas:
4. Nama Lembaga -
b. Momor Registrasi T ONOMMN R, R )
c. Alamat :
d. Penanggung jawah

KEDLUA 1 Dengan dicabutnya igin LPK......., maka LPK......... dilarang
menyelenggarakan  seluruh  program  pelatihan kerja
sthagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
ketenagakerjaan Nomer ... Tahun _._. tentang Tata Cara
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelalihan Kerja.

KETIGA A 1, cp— berkewajiban untuk:
a. mengembalikan  biava pelatthan  kerja  kepada

poserta;
b. mengembalikan izin lembaga pelatihan kerja kepada
Kepala Dhinas Kabupaten/ Kota,

KEEEMPAT : kewajiban scbagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas
Kabupaten /Kota.........

KELIMA s LPE....oowinh o mengembabkan ashh kKepulusan . izin
penerbilan lembaga pelatihan kena........... kepada Kepala
Dinas Kabupaten /Kota.........

KEENAM » Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di oo,
pada tangEal ..oiieeion

KEPALA
BIMALY b
EABUPATEN /RKOTA..........

2 1 AR R
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelaohan dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakcrjaan;
2. Kepala Dinas ...... [yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan) Provins ...

*) diisi kode_propinsikode_kabupaten/kota. nomor urut. tahun.
No registrasi dilst sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negen yang
mengatur tentang Kode dan Data Wilayvah Adminpanjanganistrasi
Pemerintahan.
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